
 
BUPATI TANAH DATAR 

PROVINSI SUMATERA BARAT 
 

 
PERATURAN BUPATI TANAH DATAR 

NOMOR  13 TAHUN  2017 
 

TENTANG 
 

PEDOMAN PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NAGARI  
 
 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 
 

BUPATI TANAH DATAR, 

Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyusunan Anggaran Pendapatan 
dan Belanja Nagari yang sesuai dengan prinsip 
pengelolaan keuangan nagari yang dikelola secara tertib, 
taat pada peraturan perundang-undangan, efektif, efisien, 
ekonomis, transparan, dan bertanggungjawab dengan 
memperhatikan asas keadilan, kepatutan dan manfaat 
untuk masyarakat, perlu Pedoman Penyusunan Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Nagari; 

b. bahwa Peraturan Bupati Nomor 11 Tahun 2016 tentang 
Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Nagari dan Standar Biaya Umum Pemerintah Nagari 
disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi saat ini 
sehingga perlu diganti; 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 
dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan 
Bupati tentang Pedoman Penyusunan Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Nagari; 

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang 
Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam 
Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 
Nomor 25); 

2. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 
Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5495); 

3. Undang-Undang... 
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  3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang 
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 
2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah 
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 
2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah 
Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan 
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 
Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5717); 

4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang 
Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan 
dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana 
telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 
Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan 
Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa 
Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5694); 

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita 
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093); 

6. Peraturan Daerah Propinsi Sumatera Barat Nomor 2 
Tahun 2007 tentang Ketentuan Pokok Pemerintahan 
Nagari (Lembaran Daerah Propinsi Sumatera Barat 
Tahun 2007 Nomor 2); 

7. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 4 
Tahun 2008 tentang Nagari (Lembaran Daerah 
Kabupaten Tanah Datar Tahun 2008 Nomor 2 Seri E); 

   
M E M U T U S K A N : 

 
 

Menetapkan  : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN 
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NAGARI. 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan : 
 

1. Kabupaten adalah Kabupaten Tanah Datar. 

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara 
pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan 
yang menjadi kewenangan daerah otonom. 

 

3.Bupati ... 
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3. Bupati adalah Bupati Tanah Datar. 

4. Nagari adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah 
yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, 
kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak 
asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam 
sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. 

5. Pemerintahan Nagari adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan 
kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan Negara 
Kesatuan Republik Indonesia. 

6. Pemerintah Nagari adalah Wali Nagari dibantu Perangkat Nagari sebagai 
unsur penyelenggara Pemerintahan Nagari. 

7. Wali Nagari adalah pimpinan Pemerintah Nagari. 

8. Badan Permusyawaratan Rakyat Nagari yang selanjutnya disingkat BPRN 
adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya 
merupakan wakil dari penduduk Nagari berdasarkan keterwakilan wilayah 
dan ditetapkan secara demokratis. 

9. Jorong adalah bagian wilayah kerja nagari dalam pelaksanaan 
pemerintahan yang dipimpin oleh seorang Kepala Jorong. 

10. Peraturan Nagari adalah Peraturan Perundang–undangan yang ditetapkan 
oleh Wali Nagari setelah dibahas dan disepakati bersama Badan 
Permusyawaratan Rakyat Nagari. 

11. Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari yang selanjutnya disebut APB  
Nagari adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan nagari. 

12. Peraturan Wali Nagari adalah Peraturan perundang-undangan yang 
ditetapkan oleh Wali Nagari yang bersifat mengatur dalam rangka 
melaksanakan peraturan nagari dan peraturan perundang-undangan yang 
lebih tinggi. 

13. Keputusan Wali Nagari adalah penetapan yang dibuat oleh Wali Nagari 
yang bersifat konkrit, individual dan final. 

14. Dana Nagari adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Nagari yang ditransfer melalui 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten dan digunakan 
untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan 
pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan 
masyarakat. 

15. Alokasi Dana Nagari yang selanjutnya disingkat ADN, adalah dana 
perimbangan yang diterima kabupaten dalam Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Daerah kabupaten setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus. 

16. Bantuan Keuangan yang Bersifat Khusus adalah dana yang digunakan 
untuk membantu capaian kinerja program prioritas pemerintah nagari 
sesuai dengan bidang pemerintahan. 

17. Kelompok transfer adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan 
Belanja Negara, Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Provinsi dan 
Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten. 

 

18. Penghasilan... 
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18. Penghasilan tetap dan/atau Tunjangan adalah uang yang diberikan setiap 
bulan kepada Wali Nagari dan Perangkat Nagari serta Pimpinan dan 
Anggota BPRN sehubungan dengan tugas pokok dan fungsinya. 

19. Belanja tidak terduga merupakan belanja untuk kegiatan-kegiatan  yang 
sifatnya tidak dapat diprediksi, diluar kendali dan pengaruh pemerintah 
nagari, serta tidak biasa/tanggap darurat, yang mendesak dan tidak 
tertampung dalam bentuk program dan kegiatan, seperti penanggulangan 
bencana alam dan bencana sosial yang tidak diperkirakan sebelumnya 
termasuk pengembalian atas kelebihan penerimaan nagari tahun-tahun 
sebelumnya yang telah ditutup. 

20. Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Nagari yang selanjutnya disingkat 
PTPKN adalah unsur perangkat nagari yang membantu Wali Nagari untuk 
melaksanakan pengelolaan keuangan nagari; 

 

 

Pasal 2 

Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai Pedoman dalam Penyusunan 
APBNagari. 
 

Pasal 3 
 

Peraturan Bupati ini bertujuan untuk melaksanakan : 

a. Prinsip pengelolaan keuangan nagari yang transparan, akuntabel, 
partisipatif, efektif, efisien dan ekonomis. 

b. Pengelolaan keuangan nagari secara tertib dan disiplin sesuai peraturan 
perundang-undangan. 

 

Pasal 4 

(1) Pedoman penyusunan APBNagari sebagaimana tercantum dalam lampiran 
Peraturan Bupati ini, terdiri dari : 

a. Lampiran I :  
 

Pedoman Penyusunan Pendapatan, Belanja, dan 
Pembiayaan 

b. Lampiran II :  Pedoman  Kode  Kecamatan dan Nagari 
c. Lampiran III :  Pedoman  Kode  dan  Daftar  Bidang dan   Kegiatan 

Menurut Kewenangan Pemerintahan Nagari 
d. Lampiran IV :  Pedoman  Kode Rekening Pendapatan, Belanja dan 

Pembiayaan Pemerintahan Nagari 
 

(2) Lampiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian yang 
tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini 

 

Pasal 5 

Pada saat peraturan bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Tanah Datar 
Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan 
dan Belanja Nagari dan Standar Biaya Umum Pemerintah Nagari (Berita 
Daerah Kabupaten Tanah Datar 2016 Nomor 11) dicabut dan dinyatakan tidak 
berlaku.   

 
Pasal 6.... 
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Pasal 6 

Peraturan Bupati  ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tanah 
Datar. 

 
Ditetapkan di Batusangkar 

               pada tanggal, 11 April 2017                          

BUPATI TANAH DATAR, 
 
 

ttd 
ttd 

IRDINANSYAH TARMIZI 
 
 
 
 
 
 
 
 
       

BERITA DAERAH KABUPATEN TANAH DATAR TAHUN 2017 NOMOR 13 
Salinan sesuai dengan aslinya 

KEPALA BAGIAN HUKUM  
SETDA KAB. TANAH DATAR, 

 
dto 

 
JASRINALDI, SH, S.Sos 

NIP. 19671130 199202 1 002 
 

 

JASRINA 
Pembina / IV.a 

NIP.19671130 199202 1 002 

 

 

Diundangkan di  Batusangkar 
pada tanggal  11 April 2017 
 

SEKRETARIS DAERAH 
KABUPATEN TANAH DATAR 

 
ttd 

 
HARDIMAN 


